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 MOTTO  

Sukses itu diam, biar orang lain yang membicarakan.*1) 

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunanya. **2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. https://www.instagram.com/yajugaya/ diakses pada 24 Mei 2018; 15.30 
2.https://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/01/21162529/Ditjen.Pajak.Siap.Ganti

.Slogan.Wajib.Pajak diakses pada 24 Mei 2018; 15.50 
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RINGKASAN 

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan 

pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember; Camela Aura 

Dina, 150903101050; 2018; 84 halaman, Program Studi DIII Perpajakan Jurusan 

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan pada Kantor 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jember, pada tanggal 26 

Februari 2018 sampai 09 April. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan Jember merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang asuransi 

sosial khususnya kesehatan. BPJS Kesehatan juga memiliki tugas untuk 

memberikan fasilitas kesehatan menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat agar 

dapat berobat dengan tenang.  

Tujuan Penulian Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan 

memahami Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan 

dan mempelajari unsur-unsur yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 

serta memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan pembayaran di BPJS 

Kesehatan Jember. Pajak Penghasilan Pasal 23 sendiri adalah pajak yang dipotong 

atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan 

penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk Pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang 

ditunjuk langsung oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan dikenakan tarif 

2% dari jumlah brutonya, proses pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 

bendahara kantor BPJS Kesehatan Jember menggunakan Surat Setoran Pajak 

(SSP) , sedangkan Pelaporannya dilakukan oleh bendahara kantor menggunakan 

Surat Pemberitahuan (SPT).  

Kesimpulannya dari hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh bendaharawan sesuai 

dengan peraturan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Kantor 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember menggunakan sistem 
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Withholding System. Withholding System adalah Sistem Pemungutan Pajak yang 

memberi wewenang kepada Pihak Ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak 

yang bersangkutan ) yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Alasan penulis mengambil judul tersebut karena Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya tepat waktu, patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan sesuai 

dengan Undang-Undang Perpajakan. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 0037/UN25.1.2/SP/2018, 

Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.   
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memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis penyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

2. Dr. Akhmad Toha, M.Si,  selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

3. Drs. Boedijono, M.P, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

4. Yeni Puspita SE., ME. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen 

Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan 

tuntutan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi 

kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis 

dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

6. Ibu Tanya Rahayu, selaku Kepala Cabang Kantor Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Jember  

7. Seluruh staf dan karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

Jember yang telah banyak membantu dan memberi pelajaran selama proses 

kegiatan Laporan Tugas Akhir. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


x 
 

8.  Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2015 dan Sahabat saya 

(Sonya, Lusy, Adinda, Babag, dan Aldi) yang selalu membantu dan 

mendukung saya dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

9. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember yang selalu 

mendukung segala kegiatan saya. 

10. Semua pihak yang telah mendukung terkait dalam penulisan Laporan Tugas 

Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritikan 

dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis 

berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia sebagai Negara yang menganut Sistem Perekonomian Pancasila 

memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Berdasarkan tujuan tersebut, saat ini 

Indonesia sedang mengoptimalkan pembangunan infrastruktur menjadi program 

prioritas nasional seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah dengan tema 

mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan tersebut didapat dari dana 

APBN yang 75% bersumber dari Pajak. (Mardiasmo:2016)  

Pajak merupakan Jiwa Negara, tanpa Pajak Negara akan lumpuh karena 

sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi 

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa (kontraprestasi) secara 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan negaranya sebagian 

besar dari penerimaan pajak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Postur 

APBN tahun 2018 dimana jumlah Pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 trilliun. 

Jumlah ini terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak, dan Penerimaan 

Hibah, berikut Ringkasan Postur APBN tahun 2017-2018 : 

Tabel 1.1 Postur APBN tahun 2017 dan APBN tahun 2018 (miliar rupiah) 

Uraian APBN 2017 APBN 2018 

Pendapatan Negara 1.736.060,2 1.894.720,3 

Penerimaan Perpajakan 1.472.709,9 1.618.095,5 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 260.242,2 275.428,0 

Penerimaan Hibah 3.108,1 1,196,9 

Sumber : Nota-Keuangan-APBN-2018  
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Dari Tabel di atas kita dapat melihat bahwa penerimaan negara dari sektor 

pajak merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan 

penerimaan bukan pajak dan hibah. pada tahun 2018, besaran pendapatan negara 

direncanakan mencapai Rp 2.894.720,3 miliar, yang berarti naik 9 persen dari target 

APBNP 2017 dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan 

ditetapkan mencapai Rp 1.628.095,5 miliar atau naik 10 persen dari target APBNP 

2017. Penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam 

APBN tahun 2018 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,5 persen dari total 

pendapatan negara. Negara sangat mengandalkan penerimaannya dari sektor pajak 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, khususnya untuk 

pengeluaran rutin. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu pajak Pusat dan Pajak Daerah. 

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal 

ini sebagai besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. 

Contoh dari Pajak Pusat : Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, dan Bea Cukai. Segala 

pengadministrasian yang berkaitan dengan Pajak Pusat, akan dilaksanakan di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyulusan dan Konsultasi 

Perpajakn (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan 

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Daerah dari Pajak Propinsi : pajak 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotong, untuk contoh Pajak 

Kabupaten/kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan masih banyak 

lainnya. Untuk administrasi yang berhubungan dengan Pajak Daerah akan 

dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor sejenisnya yang 

dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. (www.pajakonline.com diakses pada 

tanggal 8 Mei 2018). 

Di Negara Indonesia , salah satu contoh Pajak Pusat yang paling tinggi 

penerimaannya dari pada objek pajak lainnya adalah Pajak Penghasilan. Pajak 

Penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun 

asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib 
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pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk 

apapun. Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 

24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Dalam Pajak Penghasilan, ada sebagian Wajib 

Pajak yang selain harus menyetorkan PPh-nya sendiri juga wajib melakukan 

pemotongan dan penyetoran PPh-nya Wajib Pajak lain. Ini yang disebut dengan 

withholding tax system dimana Wajib Pajak melakukan pemotongan PPh atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak lain. Tetapi kali ini penulis 

lebih tertarik menulis tantang Pajak Penghasilan Pasal 23.  

Menurut Sari (2014:127), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang 

dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah 

dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 

23 merupakan salah satu jenis Withholding tax (pemotongan atau pemungutan) PPh 

yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang 

PPh dan peraturan pelaksanaannya. Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Undang-

Undang pajak itu sering disebut Subjek Pemotong PPh sedangkan Wajib pajak yang 

dipotong PPh seringkali disebut sebagai Subjek Dipotong PPh. Yang dikenakan 

pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap 

yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan 

jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dalam 

hal Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. 

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak dengan 

cara menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan adalah 

Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan 

memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Pemerintah juga melakukan program yang memiliki tujuan 

memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia 

agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera, program 

tersebut dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tidak terkecuali 

Kabupaten Jember, program ini juga direalisasikan dengan bekerja sama dengan 10 
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Rumah Sakit dari 12 Rumah Sakit di Jember, 49 fasilitas kesehatan primer di 49 

puskesmas, 26 dokter keluarga, dan 11 dokter Gigi serta Klinik Pratama. Ke 10 

rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kabupaten Jember dapat dilihat 

berikut : 

Tabel 1.1 Daftar Rumah Sakit yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan     

Sosial Kesehatan Kab.Jember 

No Nama Rumah Sakit Alamat 

1 RS Citra Husada Jember Jl. Teratai No 22 

2 RS Perkebunan PTPN X Jl. Bedadung 2 Jember 

3 RSIA Srikandi Ibi Jl. Kh Agus Salim No. 20 

4 RSU Kaliwates Jember Jl. Diah Pitaloka No. 4a 

5 RSD Dr Soebandi Jember Jl. Dr. Soebandi No. 1 Jember 

6 RSD Balung Jember Jl. Raya Balung Jember 

7 RSD Kalisat Jember Jl. MH Thamrin No 33 

8 RS Paru Jember Jl. Nusa Indah 

9 RS Bina Sehat Jember Jl. Jayanegara 7 Jember 

10 RSU Baladhika Husada Jember Jl. PB Sudirman 45 Jember 

Sumber : Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember (2018)  

 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan, maka BPJS memerlukan akomodasi yang dapat membantu 

kegiatan yang akan dijalankan. Akomodasi tersebut berupa mobil dan motor yang 

tidak terlepas dari jasa service setiap bulannya. Jasa Service menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 merupakan salah satu jasa yang 

dikenai Pajak Penghasilan pasal 23. Pada umumnya penghasilan jenis ini terjadi 

saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau 

penjualan atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi 

penghasilan atau pemberi atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh 

pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

merasa tertarik untuk mengambil judul tentang “ Pengenaan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan Jember “.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Service 

Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember ?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir  

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan dilaksanakan Laporan Tugas Akhir ini diusahakan agar dapat 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan perusahaan selaku 

objek pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir ini. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai yaitu : 

a. Mengetahui Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Service 

Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak 

Penghasilan Pasal 23. 

2) Meningkatkan kreatifitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan 

mengenai dunia kerja. 

3) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 

b. Bagi Universitas  

1) Menjembatani antara pemagang dengan universitas dan instansi 

2) Menjalin kerjasama antara universitas dengan instansi terkait. 

c. Bagi Instansi  

Merupakan sarana tempat magang dan mencetak tenaga kerja yang handal 

khususya tentang Perpajakan.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan 

2.1.1 Definisi Pajak 

Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda, bila dilihat dari sudut pandang kita. 

Para ahli di bidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang berbeda-

beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan 

yang sama. Pajak menurut para ahli sebagai berikut : 

a. Resmi (2013:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 

kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan 

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraaan secara 

umum. 

b. Mardiasmo (2016:3) mendefinisikan, pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan 

jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari beberapa definisi menurut para ahli sebagaimana dijelaskan diatas, maka 

pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan 

berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi 

kemakmuran rakyat. 

Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3), yaitu : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

b. Berdasarkan Undang-Undang. 
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c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langusng dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual dalam pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras; 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi 

gaya hidup konsumtif; 

 

2.1.3 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2013:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
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b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif 

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Objektif 

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib 

Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM) 

c. Menurut Lembaga Pemungutanya 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga Negara; 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

2) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak 

Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di 

atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air , Pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak Pengambilan dan Pemanfaatan 

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ kota meliputi Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan. 
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2.1.4 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak 

a. Wajib Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan 

pajak tertentu. 

b. Subjek Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak 

c. Objek Pajak 

Adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan olehorang pribadi atau badan 

yang bisa menimbulkan hutang pajak. 

 

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:9) mengatakan, asas pemungutan pajak dapat 

dilihat sebagai berikut : 

a. Asas Domisili 

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. 

Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak 

mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang 

dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. 

Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di 

Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 

diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun 

luar negeri, di Indonesia. 

b. Asas Sumber 

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek 

pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut 

diperoleh. Jik suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara 

tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat 
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tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang 

memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan 

pajak di Indonesia. 

c. Asas Kebangsaan 

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak 

dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional 

adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan 

dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini digunakan untuk 

menetapkan pajak objektif. Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam 

bentuk pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya 

setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di 

Indonesia membayar pajak. 

 

2.1.6 Cara Pemungutan pajak 

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Mardiasmo (2016:8) 

yaitu : 

a. Stesel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu : 

1) Stelsel Nyata (Riil Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkanpada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. 

Kelebihan Stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 

Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 

(setelah hasil Riil diketahui). 

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat 
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ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kelebihan Stelsel ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan, 

tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang 

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 

yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah 

kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka 

kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem pemungutan 

Pajakyang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu : 

1) Official Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. 

Ciri-ciri Official Assesment System: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus; 

b) Wajib pajak bersifat pasif; 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2) Self assessment system 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung. 

Memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 
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3) Withholding system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

 

2.1.7 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:11), ada 4 (empat) macam tarif Pajak : 

a. Tarif Pajak Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, etrhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak 

sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang 

dikenai pajak. 

b. Tarif Pajak Progresif 

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, 

tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak badan yaitu: 

Tabel 2.1.7 Lapisan Tarif Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Sumber : Mardiasmo (2016:12) 

 

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi: 

1) Tarif Progresif Progresif 

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar. 

2) Tarif Progresif Tetap 

Kenaikan persentase tetap. 

3) Tarif Progresif Degresif 

Kenaikan persentase semakin kecil. 
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c. Tarif Pajak Degresif 

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila 

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 

d. Tarif Pajak Tetap 

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) 

terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, 

besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai. 

 

2.1.8 Teori pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau 

memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori 

tersebut antara lain adalah : 

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak – hak rakyatnya. Oleh 

karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 

perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya 

pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : 

1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang. 

2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus 

dipenuhi. 
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d. Teori Bakti  

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 

negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali masyarakat dalam 

bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan 

seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak Pengahsilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, (Resmi, 

2013:74). 

 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur  subjek pajak, objek pajak, serta 

cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-

Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak 

Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku 

sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang  ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 

dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 

2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. 

 

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 

Dalam Resmi (2017:71), Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang 

mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


16 
 

dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila 

menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangann yang 

berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun 

subjektif maka disebut wajib pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 

2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut. 

a. Subjek Pajak Orang Pribadi 

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia atau di luar Indonesia. 

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat 

dilaksankan. 

c. Subjek Pajak Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, danan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap ( BUT ) 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : 
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1) tempat kedudukan manajemen; 

2) cabang perusahaan; 

3) kantor perwakilan 

4) gedung kantor; 

5) pabrik; 

6) bengkel; 

7) gudang; 

8) ruang untuk promosi dan penjualan; 

9) pertambahan dan penggalian sumber alam; 

10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 

12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

13) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang 

dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; 

14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 

15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yaang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia; 

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transasksi elektronik untuk menjalankan 

kegiatan usaha melalui internet. 

e. Subjek pajak dibedakan menjadi : 

1) Sumber pajak dalam negeri yang terdiri dari : 

a) Subjek pajak orang pribadi : 

(1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan atau ; 

(2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di Indonesia. 
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b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari : 

a) Subjek orang pribadi, yaitu : 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari 

Indonesia berupa : 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha 

Tetap di Indonesia. 

(2) Dapat menerima atau memperoleh pengahsilan dari Indonesia bukan 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melualui Bentuk 

Usaha Tetap di Indonesia. 

b) Subjek pajak badan, yaitu : 

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa : 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha 

Tetap di Indonesia; 

(2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan 

dari menjalankan usaha atau emlakukan kegiatan melalui bantuk 

Usaha Tetap di Indonesia. 

 

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2013:158) 

adalah : 

a. Badan Perwakilan Negara Asing 

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Neagar Asing 

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 

bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat : 
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1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia; 

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

dengan syarat : 

1) Indonesia menjadi organisasi tersebut ; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dengan syarat : 

1) Bukan warga Negara Indonesia; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia. 

 

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengahsilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak, baik 

yang diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

bentuk apapun menurut Mardiasmo (2013:159). 

a. Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah : 

1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi uang pensiun atua imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

3) Laba usaha 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 
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a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal; 

b) Keuantungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

c) Kauntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan, atau 

sumbangan  

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atua seluruh hak 

penambangan, tanda urut sserta pembiayaan, atau mempermofal perusahaan 

pertambangan. 

5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 

6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang telah ditetapkan denagn Peraturan Pemerintah; 

12) Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing; 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14) Premi asuransi; 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari 

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak; 
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17) Pengasilan dari usaha yang berbasis syariah.Imbalan bunga sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan; 

18) Surplus Bank Indonesia. 

b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) adalah: 

1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan 

keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunanya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

2) Warisan; 

3) Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal; 

4) Imbalan natura; 

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi; 

6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajakdalam negeri dengan syarat berasal dari 

laba ditahan dan kepemilikan 20%; 

7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai; 

8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan; 

9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi; 

10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan 

Menteri Keuangan; 

11) Beasiswa; 

12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang 

pendidikan dan/atau litbang; 

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelengara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. 
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2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2016:285) mengatakan, “Ketentuan dalam pasal 23 UU 

PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal   dari modal, penyerahan 

jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 

21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya”. 

 

2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2016:285) mengatakan, “Pemotong PPh pasal 23 adalah 

pihak-pihak yang membayarkan penghasilan”, yang terdiri atas : 

a. Badan Pemerintah 

b. Subjek Pajak badan dalam negeri 

c. Bentuk Usaha Tetap 

d. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

e. Orang pribasi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan 

dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23, yang meliputi : 

1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

kecuali PPAT tersebut adalah camat, Pengacara, dan Konsultan yang 

melakukan pekerjaan bebas. 

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. 

 

2.3.3 Objek  Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2016:286) mengatakan, “Penghasilan yang dipotong PPh 

23 adalah : 
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a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

c. Royalti; 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; 

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa 

tanah dan/atau bangunan; dan 

f. Imbalan shubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa 

konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud pasal 21. 

 

2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2016:286-287) mengatakan, penghasilan yang tidak 

dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 adalah : 

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan 

hak opsi; 

c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan 

usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dalam 

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor. 
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d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi; 

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan 

kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 

f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 

g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan 

yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.3.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2016:287-289) mengatakan, Besarnya Pajak Penghasilan 

pasal 23 yang dipotong sebagai berikut : 

a. Sebesar 15% dari jumlah Bruto atas : 

1) Dividen; 

2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

3) Royalti; dan 

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan pasal 21. 

b. Sebesar 2% dari jumlah Bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas : 

1) Sewa atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa 

tanah dan/atau bangunan;dan 

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 

21. Jasa lain terdiri dari : 

(1) Jasa penilai (appraisal) 

(2) Jasa aktuaris 

(3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keungan 

(4) Jasa perancang (design) 
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(5) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi 

(migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT) 

(6) Jasa penunjangn di bidang penambangan migas 

(7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 

(8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 

(9) Jasa penebangan hutan 

(10) Jasa pengolahan limbah 

(11) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) 

(12) Jasa perantara dan/atau keagenan 

(13) Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh 

Bursa Efek, KSEI, dan KPEI 

(14) Jasa custodia/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI 

(15) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara 

(16) Jasa mixing film 

(17) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, 

pemeliharaan dan perbaikan 

(18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, 

dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang 

lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai ijin dan/atau sertifikasi 

sebagai pengusaha konstruksi 

(19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, 

air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang 

konstruksi dan mempunyai ijin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha 

konstruksi. 

(20) Jasa maklon 

(21) Jasa penyelidikan dan keamanan 

(22) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer 

(23) Jasa pengepakan 
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(24) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang 

atau media lain atau untuk penyampaian informasi 

(25) Jasa pembasmian hama 

(26) Jasa kebersihan atau cleaning service 

(27) Jasa catering atau tata boga 

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 

100%. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, 

dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak. 

 

2.3.6 Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 

a. Perhitungan PPh pasal 23 atas Dividen 

Atas penghasilan berupa Dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 

sebesar 15% dari jumlah Bruto 

b. Perhitungan PPh pasal 23 atas bunga termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan 

karena Jaminan Pengembalian Utang 

Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% 

dari Jumlah Bruto 

c. Perhitungan PPh pasal 23 atas Royalti 

Atas penghasilan berupa Royalti dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% 

dari jumlah Bruto 

d. Perhitungan PPh pasal 23 atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya. 

Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu 

ketangkasan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan termasuk BUT dikenakan 

pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah Bruto 

e. Perhitungan PPh pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan 

Penggunaan Harta 
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Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

(kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau 

bangunan) dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto 

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

f. Perhitungan PPh pasal 23 atas Imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa 

Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa lainnya. 

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, 

jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah 

Bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

 

2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa 

Lain. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir 

Kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanaakan di Kantor Badan Penyelengara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember Jl. Riau No 24 Jember.  

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sesuai surat yang dikeluarkan 

oleh Fakultas, terhitung mulai tanggal 26 Februari s/d 09 April 2018. Hari efektif 

Laporan Tugas Akhir di Kantor Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

adalah : 

Tabel 3.1  Daftar hari dan jam kerja Kantor Badan Penyelengara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan Jember. 

Hari Jam Kerja  Istirahat 

Senin-Kamis 07.30-17.00 12.00-13.00 

Jum’at 07.15-17.00 11.30-13.00 

Sabtu Libur - 

Sumber : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Jember tahun 2018. 

 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan  

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir 

Pada Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir yang dilakukan pada Kantor Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan penulis berada pada beberapa seksi, 

diantaranya: 
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a. Bidang Pemasaran dan Pelayanan Peserta  

1) Pada pelayanan, pemberian tugas dengan membantu peserta untuk mengisi 

formulir peserta baru, formulir pindah faskes, formulir penambahan anggota 

keluarga (PNS, Mandiri, KIS), formulir penambahan calon bayi dalam 

kandungan, pencetakan kartu baru, dan membantu memberikan antrian pada 

peserta yang akan membayar denda serta pengaduan.  

2) Pada Pemasaran, pemberian tugas dengan membantu dalam sosialisasi Aplikasi 

Mobile JKN di Hotel Bandung Permai, dan di Ruang Tunggu Lantai 1 kantor 

BPJS Kesehatan.  

b. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Umum, dan Komunikasi Publik 

Pada bidang ini pemberian tugas dengan membantu memeriksa Surat Tugas 

Perjalanan Dinas para karyawan, memeriksa semua inventaris kantor beserta 

pembarkotan inventaris, Serta pembarkotan semua arsip klaim RS. 

c. Bidang Penagihan dan Keuangan  

Pada bidang ini pemberian tugas dengan mengarsip voucher pengeluaran 

pencairan dana kantor, Melakukan penagihan Via Telepon kepada peserta mandiri 

yang tertunggak setiap bulannya. 

d. Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan 

Pada bidang ini pemberian tugas dengan melakukan survei langsung kepada Badan 

Usaha di daerah Garahan, Ambulu, Kalisat, Patrang pada kegiatan Close Payment 

yang diadakan oleh bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan demi mempermudah 

dalam penghitungan data iuran karyawan pada Badan Usaha. 

e. Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan  

Pada bidang ini pemberian tugasnya adalah mengarsip data Klaim RS pada pada 

pasien rawat jalan dan rawat inap. 

Berdasarkan pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini penulis membuat 

Laporan Tugas Akhir  dengan menganalisis data-data yang sesuai dengan judul  

“Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Service pada BPJS Kesehatan 

Jember  ” 
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3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir 

Mahasiswa sebagai pelaksana Laporan Tugas Akhir dilibatkan dalam beberapa 

kegiatan kerja serta mempelajari proses pengarsipan data-data perbidang pada Kantor 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  Jember. Kegiatan Laporan 

Tugas Akhir pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

Jember sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Daily Activity Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  

Jember. 

No Waktu Pelaksanaan Kegiatan  Hasil  

(a) (b) (c) (d) 

1 Senin, 26 Februari 2018 

Penanggung Jawab : 

Tika Tyas Miranti selaku 

Bidang Sumber Daya 

Manusia, Umum, dan 

Informasi Publik 

a. Diterima oleh staf Tika 

Tyas Miranti 

b. Apel pagi 

c. Pengenalan pada staf 

BPJS Kesehatan Kantor 

Cabang Jember  

d. Mengcheck list 

inventaris kantor lantai 

1,2,3 

a. Dapat berkenalan dengan 

seluruh karyawan BPJS 

Kesehatan  

b. Dapat mengetahui target 

kerja setiap harinya dari 

apel pagi. 

c. Dapat mengetahui tugas-

tugas setiap bidang. 

d. Dapat mengetahui cara 

pengarsipan list Inventaris 

kantor 

 

 

2 Selasa, 27 Februari 2018 

Penanggung jawab : 

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Mengcheck list   

inventaris kantor pada 

ruangan kepala per 

devisi. 

c. Merekap hasil check list 

inventaris 

 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Mengetahui cara 

pengcheckan list 

inventaris. 

c. Mengetahui cara 

merekap list Inventaris 
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(a) (b) (c) (d) 

3 Rabu, 28 Februari 2018 

Penanggung Jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Merekap hasil Check 

list Inventaris 

berdasarkan harga jual 

dan per aset 

c. Menghitung dan 

merekonsiliasi hasil 

check list inventaris 

a. Dapat mengetahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin. 

b. Menegtahui rekapan 

berdasarkan harga jual per 

aset 

c. Mengetahui cara 

merekonsiliasi inventaris 

kantor 

 

4 Kamis, 1 Maret 2018  

Penanggung jawab : 

 Tika Tyas Miranti 

 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu Bidang 

penagihan dan keuangan 

dalam penagihan iuran 

peserta yang tertunggak 

setiap bulannya. 

c. Merekap hasil 

penagihan iuran peserta 

yang tertunggak setiap 

bulannya. 

 

a. Dapat mengetahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin. 

b. Mengetahui cara 

penagihan iuran peserta 

yang tertunggak. 

c. Mengetahui cara 

perekapan iuran peserta 

yang tertunggak  

5 Jum’at , 2 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu Bidang 

penagihan dan keuangan 

dalam penagihan iuran 

peserta yang tertunggak 

setiap bulannya. 

c. Merekap hasil 

penagihan iuran peserta 

yang tertunggak setiap 

bulannya 

d. Sosialisasi dengan 

anggota KADER BPJS 

Kesehatan Jember. 

 

 

 

 

 

a. Dapat mengetahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin. 

b. Mengetahui cara 

penagihan iuran peserta 

yang tertunggak. 

c. Mengetahui cara 

perekapan iuran peserta 

yang tertunggak 

d. Mengetahui aktivitas apa 

saja yang dilakukan oleh 

KADER. 
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(a) (b) (c) (d) 

6 Senin, 5 Maret 2018  

Penanggung Jawab : 

Tika Tyas Miranti 

a. Apel Pagi dan 

membahas permasalahn 

kantor 

b. Menghitung iuran JKN 

KIS 

c. Pencarian berkas Klaim 

RS di Gudang BPJS 

Kranjingan 

a. Dapat mengetahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin. 

b. Mengetahui cara 

menghitung iuran. 

c. Mengetahui berkas klaim 

RS 

7 Selasa, 6 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

 Tika Tyas Miranti  

a. Apel pagi dan 

membahas permasalah 

kantor 

b. Membantu unit 

Verifikator untuk 

mencari berkas klaim 

c. Sosialisasi mengenai 

kantor BPJS Kesehatan 

oleh Kepala Cabang dan 

Kepala Bidang. 

 

a. Dapat mengetahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin. 

b. Mengetahui berkas Klaim 

RS 

c. Mengetahui sejarah BPJS 

Kesehatan dan Tugas-

tugas Per devisi.  

8 Rabu, 7 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan Kantor 

b. Membantu bidang 

penagihan dan keuangan 

dalam menghubungi 

peserta yang iurannya 

tertunggak. 

c. Membantu bidang 

penagihan dan keuangan 

dalam merekap dan 

mengarsipkan Voucher 

keuangan (pengeluaran 

dan pemasukan bank) 

 

a. Dapat mengetahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin. 

b. Dapat mengetahui proses 

penagihan iuran peserta 

yang tertunggak. 

c. Dapat mengetahui cara 

mengarsip dengan 

penambahan voucher 

pada datanya. 

 

9 Kamis, 8 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

 Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi  dan 

membahas 

permasalahan dikantor 

b.  Merekap dan 

menghitung iuran 

peserta JKN KIS 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui perekapan 

iuran peserta yang 

tertunggak. 
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(a) (b) (c) (d) 

10 Jum’at, 9  Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor  

b. Rekonsiliasi program 

Close Payment keBadan 

Usaha yang ada 

diwilayah Garahan, 

Kalisat,Patrang,Ambulu. 

a. Dapat mengetahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin. 

b. Dapat mengetahui cara 

rekonsiliasi pada Badan 

Usaha 

 

 

11 Senin,12 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Merekap data peserta 

JKN KIS 

a. Dapat mengetahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin. 

b.  Mengetahui cara 

merekap data peserta 

 

12 Selasa,13 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Mengikuti seminar 

sosialisasi Program JKN 

KIS di Hotel Bandung 

Permai  

 

a. Dapat mengetahui 

perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Mengatahui hasil 

sosialisasi JKN KIS   

 

13 Rabu, 14 Maret 2018 

Penanggung jawab : Tika 

Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bagian 

pelayanan untuk 

sosialisasi mobile JKN 

pada peserta di lantai 1 

kantor BPJS Kesehatan. 

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi hasil kerja 

kemarin 

b. Mengetahui cara 

mensosialisasikan 

program mobile JKN  

 

14 Kamis,15 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Sosialisasi dan 

pengarahan oleh kepala 

cabang mengenai Pajak 

yang ada di BPJS 

Kesehatan  

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi hasil kerja 

kemarin 

b. Mengetahui pajak apa 

yang ada di BPJS 

Kesehatan 
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(a) (b) (c) (d) 

15 Jumat,16 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bidang 

pelayanan untuk 

sosialisasi mobile JKN  

c. Menghitung dan 

merekap iuran peserta 

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi hasil kerja 

kemarin 

b. Mengetahui cara 

mensosialisasikan mobile 

JKN 

c. Mengetahui cara merekap 

data iuran 

16 Senin, 19  Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Menghitung dan 

merekap iuran peserta 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi hasil kerja 

kemarin 

b.  Mengetahui cara 

merekap data iuran 

17 Selasa, 20 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu pelayan 

dalam pengisian 

formulir pendaftaran 

anggota baru 

c. Sosialisasi mobile 

JKN pada peserta di 

lantai 1 

a. Dapat mengetahui 

rencana targetkerja dan 

mengevaluasi hasil kerja 

kemarin 

b. Dapat mengetahui cara 

pengisian formulir 

anggota baru  

c. Dapat mengetahui cara 

mensosialisasikan mobile 

JKN  

18 Rabu, 21 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bidang 

penagihan dan 

keuangan dalam 

menagih iuran peserta 

yang tertunggak 

c. Menghitung dan 

merekap iuran peserta 

a. Dapat mengetahui 

perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetahui cara 

penagihan pada peserta 

c. Dapat mengetahui cara 

menghitung dan merekap 

data iuran 

19 Kamis, 22 Maret 2018 

Penanggung Jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bidang 

SDM, Umum, dan 

informasi publik 

mencari data SKPD 

c. Membantu bidang 

Verifikator mencari 

berkas Klaim 

a. Dapat mengetahui 

perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hadil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui berkas SKPD 

c. Mengetahui berkas Klaim  
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(a) (b) (c) (d) 

20 Jumat, 23 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu  bidang 

penagihan dan 

keuangan menari 

berkas Voucher bank 

di Gudang 

 

a. Dapat mengetahui 

perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

voucher bank.  

21 Senin, 26 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu Bidang 

Penagihan dan 

Keuangan dalam 

Crosscheck data 

tagihan peserta 

c. Mengikuti sosialisasi 

mengenai pembukaan 

auto-debit Bank BNI 

terkait dengan 

pembayaran angsuran 

iuran peserta 

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi permasalan 

pada hari sebelumnya dan 

cara mengatasinya 

b. Dapat mengetahui proses  

mengenai program auto-

debit Bank BNI pada 

angsuran iuran peserta 

c. Mengetahui proses 

kerjasama BPJS dengan 

BNI mengenai 

pembayaran iuran peserta.  

22 Selasa, 27 Maret 2018 

Penanggung Jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

perasalahan kantor 

b. Menghitung besarnya 

iuran peserta 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi permasalan 

pada hari sebelumnya dan 

cara mengatasinya 

b. Dapat mengetahui cara 

menghitung besarnya 

iuran peserta  

23 Rabu, 28 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bidang 

Penagihan dan 

Keuangan untuk 

menginfokan 

tunggakan pada 

peserta  

c. Menghitung dan 

merekap data iuran 

 

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi permasalan 

pada hari sebelumnya dan 

cara mengatasinya 

b. Dapat mengetahui cara 

menginformasikan 

tunggakan pada peserta 

c.  Dapat mengetahui cara 

penghitungan dan rekapan 

data iuran  
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(a) (b) (c) (d) 

24 Kamis, 29 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu Tugas 

pelayanan dalam 

mengisi Form 

pendaftaran 

a. Dapat mengetahui target 

kerja dan evaluasi hari 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetahui proses 

pendaftaran untuk peserta 

baru 

25 Senin, 2 April 2018 

Penanggung jawab :  

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu dalam 

pemotongan pajak 

servise kendaraan dan 

pengisian spt nya 

a. Dapat mengetahui target 

kerja dan evaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetahui cara 

pemotongan dan 

pengisian spt nya.  

26 Selasa ,3 April 2018 

Penanggung jawab :  

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM,danJP 

c. Membantu mengisi 

arsip formulir 

pendaftaran  

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui proses  

pelayaan atas  klaim 

c. Mengetahui pengisian 

formulir pendaftaran. 

27 Rabu, 4 April 2018 

Penanggung jawab : Tika 

Tyas Minarti 

a. Apel pagi  dan 

membahas 

permasalahan dikantor 

b. Merekap dan 

menghitung iuran 

peserta JKN KIS 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui perekapan 

iuran peserta yang 

tertunggak. 

28 Kamis, 5 April 2018 

Penanggung jawab : Tika 

Tyas Minarti 

a. Apel pagi  dan 

membahas 

permasalahan dikantor 

b.  Merekap dan 

menghitung iuran 

peserta JKN KIS 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui perekapan 

peserta 

29 Jumat, 6 April 2018 

Penanggung jawab : Tika 

Tyas Minarti 

a. Apel pagi  dan 

membahas 

permasalahan dikantor 

b.  Merekap dan 

menghitung iuran 

peserta JKN KIS 

 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui perekapan 

iuran peserta yang 

tertunggak. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


37 
 

(a) (b) (c) (d) 

30 Senin, 9 April 2018 

Penanggung jawab : Tika 

Tyas Minarti 

a. Apel pagi  dan 

membahas 

permasalahan dikantor 

b. Merekap dan 

menghitung iuran 

peserta JKN KIS 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui perekapan 

iuran peserta yang 

tertunggak. 

Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember (9 April 2018) 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini yaitu data 

Kuantitatif dan Kualitatif. Data Kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol 

angka atau bilangan. Sedangkan Data Kualitatif berupa data primer dan data sekunder. 

Data Kualitatif adalah data informasi yang melukiskan, menggambarkan, dan 

memaparkan suatu kejadian dengan cara menganalisis.  

 

3.3.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

berikut: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek pajak dan wajib pajak. Data 

primer terkait dengan data-data terkait bukti penetapan pajak yang dikenakan 

kepada Subyek Pajak oleh Wajib Pajak. Sumber data yang didapat pada 

pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah Wawancara.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti Bukti Potong Pajak, SPT 

Masa, SSP, Kwitansi, dan Studi Pustaka. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas 

Akhir ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka diperoleh dari Literatur, Buku, dan telaah pustaka lain yang 

berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir. 

b. Wawancara 

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara 

narasumber dan pewawancara. Pada Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk 

memberikan informasi terkait proses Wajib Pajak disini adalah Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang melakukan pemotongan 

atas tarif pajak PPh 23 kepada Subjek Pajak yang dimaksudkan ialah Jasa Service 

Kendaraan. Wawancara dilakukan dengan : 

1. Tika Tyas Miranti sebagai Staff SDM dan Umum 

2. Firman Julian sebagai Staff bagian Keuangan 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir pada Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 

23 atas Jasa Service Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

Jember, dapat ditarik kesimpulan bahwa BPJS Kesehatan Jember merupakan 

pemungut, pemotong, penyetor, dan pelapor PPh pasal 23 atas Jasa Service kendaraan, 

yang dilaksanakan oleh bendahara. Pihak bendahara melakukan penyetoran 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk yaitu 

Bank BNI dan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melakukan pelaporan. 

Tarif yang dikenakan atas Jasa Service Kendaraan ini sebesar 2% berdasarkan PMK 

Nomor 141/PMK.03/2015. BPJS Kesehatan Cabang Jember menggunakan 

Withholding system yaitu memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu bendahara 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penulis juga merasa tertarik membahas 

pajak penghasilan pasal 23 karena pihak instansi telah melakukan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan tepat waktu. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan Laporan Tugas Akhir di atas, penulis menyarankan kepada Instansi 

mengenai Penyetoran atau Pembayaran pajaknya bisa menggunakan E-billing dan E-

filling agar lebih efisien dan mempermudah administrasi pajak diInstansi.  
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Lampiran 1 Surat Pengantar Magang  
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Lampiran 2 Surat Persetujuan Magang 
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Lampiran 3 Surat Tugas melaksanakan Magang 
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Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6 Daftar Hadir Magang 
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Lampiran 7 Nilai Kegiatan Laporan Tugas Akhir 
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Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir 
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Lampiran 9. Transkip Wawancara 

Nama Narasumber  : Tika Tyas Miranti 

Hari, tanggal  : Senin, 1 Mei 2018 

Jam    :14.00 – 14.15 

Disusun Jam   : 19.00 – 20.00 WIB 

Tempat Wawancara  : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember 

Topik Wawancara   : Data terkait dengan Jasa Service yang dikenai Pajak 

     Penghasilan Pasal  23. 

Pewawancara  : Assalamualaikum mbak Tika, Selamat Siang, Maaf 

mengganggu waktunya. 

Narasumber  : Wa’alaikumsalam. Selamat Siang, ada apa ya dek ? 

Pewawancara  : Maaf mengganggu sebelumnya mbak, saya ingin 

menanyakan beberapa hal terkait data Pajak Penghasilan 23 

atas Jasa Service Kendaraan untuk bahan tulisan laporan 

tugas akhir saya mbak. 

Narasumber  : oh iya boleh silahkan. 

Pewawancara  : apakah pihak BPJS Kesehatan melakukan pemungutan dan 

pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa service ? 

dan bagaimana alurnya mbak ? 

Narasumber  : oh iya ada mbak, misalnya pada bulan januari 2018 BPJS 

Kesehatan melakukan transaksi service mobil di bengkel 

dan biayanya dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 

2%. Jadi bendaharawan disini berkewajiban untuk 

memungut dan memotong pajaknya serta membuat bukti 

potong. Untuk lebih jelasnya besok bisa menemui saya dan 

pak Firman mengenai kelengkapan datanya. 

Pewawancara  : baik mbak, terima kasih atas waktunya, selamat siang dan 

selamat bekerja. 
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Nama Narasumber  : Firman Julian 

Hari, tanggal  : Senin, 2 Mei 2018 

Jam    :14.00 – 14.15 

Disusun Jam   : 19.00 – 20.00 WIB 

Tempat Wawancara  : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember 

Topik Wawancara   : Data terkait dengan Jasa Service yang dikenai Pajak 

     Penghasilan Pasal  23. 

Pewawancara  : Assalamualaikum, pak Firman. Maaf menggangu, saya 

ingin menanyakan mengenai data PPh pasal 23 atas Jasa 

Service Kendaraan pak dan kemarin mbak Tika 

memberitahu saya untuk menanyakan datanya ke pak 

Firman. 

Narasumber  : oh iya boleh, ini sudah saya siapkan. 

Pewawancara  : untuk Penyetoran da pelaporannya masih manual ya pak ?  

Narasumber  : iya mbak, kita masih pakai SSP dan SPT manual. Kalau 

boleh tahu data ini untuk apa ? 

Pewawancara  : oh iya pak, data ini untuk penulisan laporan tugas akhir 

saya pak dan kebetulan judul yang saya ambil tentang 

Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service 

Kendaraan. Kalau boleh tahu kenapa BPJS belum 

menggunakan E-billing pak ? 

Narasumber  : Masih proses mbak, untuk transaksi terkahir memang kami 

masih manual, tetapi kemungkinan besar transaksi 

selanjutnya akan menggunakan E-billing mbak, agar efektif 

dan tidak memakan banyak waktu. Dan untuk data yang 

saya berikan itu ada beberapa kerahasiaan perusahaan yang 

tidak dapat saya publikasikan mbak. 

Pewawancara  : oh iya pak, terima kasih sudah membantu.  

Narasumber  : sama-sama mbak. 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


63 
 

Lampiran 10. Kwitansi Tagihan dari Rekanan 
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Lampiran 11. Voucher Pengeluaran Kas 
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Lampiran 12. Voucher Penerimaan Kas 
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Lampiran 13. Bukti Potong PPh Pasal 23 
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Lampiran 14. Surat Setoran Pajak  

Data di atas, instansi tidak ingin nominalnya diketahui.  
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Lampiran 15. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa 
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Lampiran 16. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 
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Lampiran 17. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 
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Lampiran 18. Undang-Undang No 16 Tahun 2009  
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